PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 3£ TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 73 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

enimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan pelaksanaan
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan serta
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan perlu dilakukan perubahan
Peraturan Kepala Daerah mendahului perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah terhadap unit organisasi, antar rincian objek belanja
dan antar objek belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah maka perlu merubah Peraturan Bupati Tebo
Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tebo
Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati
Tebo Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VIII Pasal 160
ayat (1-6), Peraturan Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo, pergeseran
anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara
mengubah Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo;

Mengingat - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286}; ;
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10.

11,

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2014 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018

Nomorll1)
~



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG' PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI TEBO NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN
ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tebo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2018 Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berjumlah
Rp. 1.132.069.311.206,00 setelah Pergeseran menjadi Rp.
1.131.586.175.206,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 74.389.016.606,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Setelah Pergeseran Rp. 74.389.016.606,00
b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 854.319.386.600,00
2) Berkurang Rp. (483.136.000,00)
Jumlah Dana Perimbangan
Setelah Pergeseran Rp. 853.836.250.600,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Semula Rp. 203.360.908.000,00
2) Bertambah Rp.. 0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Setelah Pergeseran Rp. 203.360.908.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.131.586.175.206,00
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung :
1. Belanja Pegawai
a. Semula Rp. 424.098.328.238,00
b. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah belanja pegawai Setelah Pergeseran Rp. 424.098.328.238,00

2. Belanja Subsidi

a. Semula Rp. 4.660.488.000,00
b. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah belanja subsidi Setelah Pergeseran Rp. 4.660.488.000,00
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3. Belanja Hibah

a. Semula Rp. 7.315.800.000,00

b. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah belanja hibah Setelah Pergeseran Rp.
4. Belanja Bagi Hasil

a. Semula Rp. 2.143.900.000,00

b. Bertambah Rp.. 0,00

Jumlah belanja bagi hasil Setelah Pergeseran Rp.

5. Belanja Bantuan Keuangan

a. Semula Rp. 182.441.677.100,08
b. Berkurang Rp.  (1.541.368.540.,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan
Setelah Pergeseran Rp.
6. Belanja Tidak terduga
a. Semula Rp. 1.500.000.000,00
b. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah belanja tidak terduga
Setelah Pergeseran Rp.

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.

b. Belanja Langsung :
1. Belanja Pegawai

a. Semula Rp. 41.221.228.640,00
b. Bertambah Rp. 849.529.000,00
Jumlah belanja pegawai Setelah Pergeseran Rp.

2. Belanja Barang dan Jasa

7.315.800.000,00

2.143.900.000,00

180.900.308.560,08

1.500.000.000,00

620.618.824.798,08

42.070.575.640,00

a. Semula Rp. 208.038.999.027,92
b. Bertambah Rp. 1.381.320.616,00

Jumlah belanja barang dan jasa

Setelah Pergeseran Rp. 209.420.319.643,92

3. Belanja Modal

a. Semula Rp. 260.648.890.200,00
b. Berkurang Rp. (1.172.617.076,00)

Jumlah belanja modal Setelah Pergeseran Rp. 259.476.273.124,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 510.967.350.407,92
Jumlah Belanja Daerah Rp. 1.131.586.175.206,00

Surplus / (Defisit) Rp. 0,00

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 25.261.543.965,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah penerimaan Setelah Pergeseran Rp.

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 25.261.543.965,00
2) Berkurang Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran Setelah Pergeseran Rp.
Jumlah Pembiayaan Netto Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun
Berkenaan (SILPA) Rp.

25.261.543.965,00

25.261.543.965,00
0,00

0,00
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2. Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal ®-6 - 2019

v

BUPATI TEBO

SUKAXDAR

iundangkan di Muara Tebo

ggal f -G~ 2019

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2019 NOMOR .3%

PARAF HIRARKI

KEPALA ;IL
/ gA’
SEKRETARIS &) 7

é’ﬂ/(HkN(FAH_ .




/¢

1 :mEm_y

RIS Fig PA

Q8dv NVJ3S39U3d NVIVEVINId NYSYIONIY

990 00"919°0Z€"18€'T 6°EH9°61E° 02 60T 76°£20°666"8E0'807 ese[ uep bueseg eluepy [ A4
90T 00'000°'625°6+8 00'0v9°£52°0L0°TY 00°0b9'822°12Z 1P lemebad eluejpg 1'2°¢
120 00°0¥S'ZET'8S0'T 76'£0v'0SE°296°015 76'£98°/11°606°605 ONNSONV1 VINV13d z°e
000 00'0 00°000°000°005°T 00°000°000°005°'T ebnpia) yepi) eluejeg 8°1°¢
(¥8'0) (00'0¥S"89E T¥S'T) 80°095°80€°006°081 80°00T"£49' TvH'Z81 BS3(] UBYRIULIDWAY UBp BI0)/usiednge)/isulnold epedsy uebuensy uenjueg efuejeg L71°¢
00°0 00°0 00'000°006'€HT°C 00°000°006°€+1°C £S3(Q LRIULIBWA uep ejo)/usledngey /isuinoid epeday |iseH 1beg efueag 9°1°¢
00°0 00°0 00°000°008°STE"L 00°000°008°GTEL Ueqiy efuefeg v 1°¢
000 00'0 00'000°884°099't 00°000°88+'099't 1pIsQns eluelpg £€°1°¢
00°0 00°0 00'8€7°87E'860" v 00'8€7°82E"860"vTh 1emebad efuefeg 1°1°¢
(sz'0) (00°0¥S"89€ THS'T) 80'86/+78'819°029 80'8E€°E6T°091°279 9NNSONYT HVAIL VENYI3E 1z
(¥0'0) (00°000°9€1°€8Y) 00'907°G£1°98G TET'T 00'902°TTE690°ZET'T VCNV13g 4
00°0 000 000 00°0 Yelseq Jyussu] eueq L7€°1
000 00°0 00°000°80£°STT°S0T 00°000°80Z"STT°S0T es3( eueq 97 €1
000 00°0 00°000°000°02£°6 00'000°000°02Z'6 eAuUIET Yeldeq YeuLiawad Neje Isunold 1Hep uebuenay uenjueg S g1
000 00°0 00°000°000°000°Zt 00°000°000°000" Lt eAuute yesseq yejuuawad uep Isuiacld Lep yeled isey 1beg eueq £ €1
00'0 00'0 00'000°002°5Z5 Tt 00'000°002°525 T yeqiH ueyedepuad 1T°€°1
00°0 00°0 00°000°806°09€"€0C 00°000"806°09€"€0¢C HVS ONVA HVY¥3VA NV1VdVAN3d NIVI-NIV1 €1
(87'0) (00'000°9€T°£81) 00°000°965°0£9°0/T 00'000°CEL"ETT TLT snsnuy Isexoly eueq €1
00'0 00°0 00'000°6£7°L6C°865 00'000°6£C £62'865 wnuwin 1se)oly eueq AT A |
000 00'0 00°009'5£'806'+8 00°009°S/£°806'+8 Yefed uexng iseH I6eg/Mefeq jiseH ibeg 17271
(90'0) (00'000°9€T°€8Y) 00°009°052°9€8°€58 00°009°98€°6TE +58 NYONVEWIH3d YNVA [AN
000 00'0 00'909°910°056'St 00°909°910°056'Gt ues bueA yesseq Iisy ueledepuad uie|-uiel P IT
000 00°0 00'000°000°000°Z 00°000°000°000°Z ueyjyesidiq bueA yesseq ueeAeyay ueejojsbuad |1SeH €11
000 00'0 00°000°000°'9€ "'+ 00'000°000°9E4'+ yeszeq 1snquiay |iseH ol B ¢
000 00'0 00°000°000°€00°ZT 00°000°000"£00°ZT yesse( yeled ueedepusd T°1°1
000 00°0 00'909°910°68€ ' vL 00'909°9T0"68E v/ HVY3Vd I1SVY NVLVdVAN3d 1°1
(¥0'0) (00'000°9€T°€8Y) 00'902°S/T°98G°TET'T 00'90C"TTE690°ZET'T NVLVdVaN3d 1
9 €-v=6§ v € [4 T
% (dy) NV33SI9¥3d HV1313S NV33S3Du3d WN1383S nin
NVIVYN
(oNvENIY3EE) / HYSWY.LdIg (dy) HVIWNC YOWON

6T0C NYIVOONY NNHVL

dg9dvV NV33ISIDUId NVIVAVINId NVSYIDNIY

08931 N31LvdNav) HYLNI¥3IW3d

unyejg

6107 oW 8 @ lebbue)
6I0Z UNYR] JowoN
6T0T uesebbuy

addyv ueiasabiad

1 uedidweT




FWIS F PAL

Q8dV NV33S3I0UId NVEVEVINId NYSYIONTH

7 ueweley
S e 9] A | p2
N.v\m. ¥OLdISNOY
{
, aigaIsvy
o ﬁ /9v88NSYH
Y| ey
tepuexfis SIHVLIYNIS
’ i
YIvdIN
. ogo) nedng INYVYYIH 4Y¥Yd
610 oW 8 ‘0goL eeniy
00°0 000 [ 00’0 000 NVVNINYIE NNHVL NVHVDONY NVYVAVISW3d HIg31 VSIS
00'0 00’0 00’0 00’0 OLLIN NYVAVISW3d
00’0 00’0 00'596°€45 192" T 00'596°€HS 192" TT Bueln yovod UeseAequad ErTE
00'0 00’0 00'000°000°000°5T 00°000°000°000°bT yeiseq yeluLswad (ISEISIAUY) |BPOI UBRYISAUSd e
00 0 00'96°E5 T2 oo'seesbsIoTS. HVY3Va NVVAVISWId NVHYNTIONId z°¢€
00’0 o0 00's96°€b5° 1975 00'sosEps IOz eAuwNagaS ueeBBuY unye| ueseBBuy ueBunyyad YIgaT esis T LHE
00’0 oo ] o0'sesEsTOzS. | o0'seesbsIozS. HVY¥3VA NYVAVIEWId NYVWIHANId 1€
HYYIVa NYVAVISW3d £
00’0 00’0 000 00’0 (1L1S1430) / SN1dUns
(s+'0) (00'920°219°22T°T) 00'bZT'€£2°9Lb°65C 00'00Z°068"8b9°097 epony efuerg £ Tt
9 €-b=5 v £ z 1
% (du) NVY¥3S3IDYId HY13LIS NYY3ISIDU3d WN138AS 1nyn
NVIVYHN
(ONVENMY3E) / HYEWY.LHIE (d9) HYTWNC YOWON




